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Info Artikel Abstrak

Article History Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan publik berbasis elec-
Disubmit 20 Januari 2021 tronical government yaitu aplikasi Blakasuta di Kabupaten Brebes, dan faktor yang men-
Diterima 30 Juni 2021 jadi penghambat dalam pelaksanakan aplikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan
Diterbitkan 2 Juli 2021 dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di-

gunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan doku-
mentasi. Terdapat dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Uji

Kata Kunci ) keabsahan yakni melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kes-
pelayanan publik; impulan. Hasil penelitian Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, sesuai dengan konsep
implementasi kebijakan; George Edward III mengenai variabel keberhasilan implementasi aplikasi Blakasuta yang
electronical government meliputi (1) Komunikasi, Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komu-

nikasi eksternal: (2) Sumber daya Sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu sumber
daya manusia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya finansial (3) Disposisi pelak-
sanaan implementasi kebijakan aplikasi Blakasuta dapat dinilai komitmen dari Dindukcapil
Kabupaten dan (4) Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan aplikasi Blakasuta diatur dalam
Peraturan Kepala Dinas. Saran peneliti ditengah pandemi covid-19 penggunaan pelayanan
online harus dilakukan, oleh karena itu Dindukcapil Kabupaten Brebes hendaknya memak-
simalkan sosialisasi aplikasi Blakasuta dan membuat wifi corner serta menyediakan hard-
ware di lingkungan Kantor Kecamatan untuk masyarakat agar mempermudah penggunaan
aplikasi Blakasuta.

Abstract

This study aims to determine the implementation of-based public electronical government ser-
vices, namely application Blakasuta in Brebes Regency, and the factors that hinder the imple-
mentation of the application. The research method used in this research is descriptive qualitative
method. Data collection techniques used are direct interviews, field observations and docu-
mentation. There are two sources, namely primary data sources and secondary data sources.
The validity test is through data collection, data reduction, data presentation, and drawing
conclusions. Research results From the research results that have been described, in accordance
with the concept of George Edward 111 regarding the success variables of application implemen-
tation Blakasuta which include (1) Communication, communication that occurs in the form of
internal communication and external communication: (2) Resources Resources in policy im-
plementation are sources human resources, infrastructure resources and financial resources (3)
The disposition of the implementation of theapplication policy Blakasuta can be assessed by the
commitment of the Regency Dindukcapil and (4) Bureaucratic structure, in the implementation
of application is Blakasuta regulated in the Head of Service Regulation. Researchers suggest
that in the midst of the COVID-19 pandemic, the use ofservices online must be carried out,
therefore the Dindukcapil of Brebes Regency should maximize the socialization of application
Blakasuta and create a wifi corner and provide hardware in the District Office for the commu-
nity to facilitate the use of theapplication Blakasuta.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan tugas utama yang
hakiki dari pemerintah pusat maupun pemerintah da-
erah, oleh karena itu pemerintah berperan penting dalam
memberi pelayanan publik yang berkualitas kepada semua
masyarakat. Keadaan ini sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 bahwa negara memiliki kewajiban
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk meme-
nuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam bentuk pelayanan
publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1945 (BPK RI. www.bpk.
go.id, diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 19.30)

Berkenaan dengan hal tersebut, pelayanan pub-
lik perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan da-
pat menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini,
adanya kemajuan zaman ditandai dengan semakin cang-
gihnya alat-alat teknologi dan munculnya masyarakat di-
gital dalam berbagai bidang kehidupan. Setiap inovasi juga
diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi
kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam pelaya-
nan publik. Inovasi dalam bidang pelayanan adalah terda-
pat istilah electronical government.

Electronical government merupakan suatu platform
sarana informasi dan layanan kepada masyarakat yang
dikemas dalam berbagai bentuk secara online. Adanya
pemanfaatan teknologi maka akan muncul banyak pen-
gembangan modus layanan baru yang mana dapat mening-
katkan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Salah satu
daerah yang menyelenggarakan sistem e-government ada-
lah Kabupaten Brebes. Pada tahun 2017 pemerintah Kabu-
paten Brebes dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang
mengaharapkan adanya pelayanan yang efektif dan efisien
serta harus memberikan informasi yang akurat dan tepat.
Namun pada kenyataannya, pengelolaan pelayanan admin-
sitrasi di Kabupaten Brebes belum sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat sering mengeluh
ketika datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pela-
yanan administrasi kependudukan seperti: sulit mengurus
berkas kependudukan, sering kali dijumpai adanya masa-
lah jaringan, kekosongan pegawai kantor dan blanko e-KTP
yang kosong. Beberapa masalah tersebut menyebabkan
masyarakat tidak memperoleh kepastian pelayanan sehing-
ga memancing masyarakat untuk memilih menggunakan
jasa calo.

Pada akhirnya di tahun 2018 Dindukcapil Kabu-
paten Brebes membuat platform yang berfungsi sebagai
sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat Ka-
bupaten Brebes mengenai pelayanan administrasi kepen-
dudukan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bertanggung jawab, efisien dan efektif
guna menjawab permasalahan yang ada. Dindukcapil Ka-
bupaten Brebes membuat aplikasi berbasis website berna-
ma aplikasi Blakasuta yang memiliki arti terbuka atau apa
adanya. Melalui aplikasi Blakasuta masyarakat Kabupaten
Brebes dapat mengetahui semuanya mulai dari ketersedi-
aan blanko e-KTP, cek status e-KTP, status jaringan lokasi,
ketersediaan petugas dan informasi lainnya, seiring dengan
berjalanya waktu pada mulanya aplikasi ini hanya sebagai
media penyampaian informasi kepada masyarakat namun
dengan adanya pengembangan pada akhirnya aplikasi ini

dijadikan pelayanan online untuk administrasi kependudu-
kan masyarakat Kabupaten Brebes.

Pada tahun 2019, satu tahun pelaksanaan aplikasi
Blakasuta sudah mengalami pengembangan dan mulai dia-
tur pelaksanaanya sehingga dibuat peraturan yang tercan-
tum pada Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor 061/022.A/1/2019
tentang penggunaan aplikasi Blakasuta sebagai sistem pe-
layanan informasi adminduk terpadu online Dindukcapil
Kabupaten Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes berharap
pada setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes dapat men-
gimplementasikan program tersebut secara optimal. Opti-
malisasi pelaksanaan aplikasi Blakasuta dilakukan dengan
maksud dan tujuan dari program aplikasi Blakasuta dapat
tercapai dan terealisasi dengan baik.

Pada tahun 2020 Sejak dikeluarkanya PP Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Vi-
rus Disease (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020 mem-
pengaruhi seluruh sistem pelayanan publik, yang mengha-
ruskan pemerintah beradaptasi cepat dengan keadaan yang
serba digital. Sehingga pelayanan administrasi kependudu-
kan yang tadinya masih dilakukan dengan dua cara yakni
online dan konvensional, namun sekarang sejak masa pan-
demi pelayanan publik pegawai pemerintah memberlaku-
kan work from home atau mengurangi aktivitas perkantoran
secara tatap muka guna mengurangi penyebaran Covid-19,
dengan itu membawa dampak pelayanan konvensional di-
batasi jumlahnya. Oleh karena itu pelayanan dialihkan ke
pelayanan online. Seharusnya dengan adanya kebijakan
aplikasi Blakasuta sebagai pelayanan online administrasi
kependudukan di Kabupaten Brebes dapat berjalan lebih
optimal lagi dari sebelum masa pandemi. Namun realita
dilapangan aplikasi Blakasuta belum dapat berjalan mak-
simal, masyarakat masih minim pengetahuan dalam peng-
gunaan teknologi mengenai aplikasi Blakasuta, dan masya-
rakat belum banyak mengetahui tentang aplikasi Blakasuta.

Tujusn dari penelitian ini adalah untuk mengkaji
implementasi penerapan pelayanan publik di Dindukcapil
Kabupaten Brebes berbasiskan e-government pada aplikasi
Blakasuta dan untuk meneliti faktor penghambat pada pe-
layanan publik di Dindukcapil Kabupaten Brebes berbasis-
kan e-government pada aplikasi Blakasuta. Manfaat teoritis
yang diharapkan dengan adanya penelitian ini semoga da-
pat menambah wawasan pengetahuan khususnya terhadap
pelayanan publik dan perkembangan zaman dalam bidang
pemerintahan yakni e-government. Lalu, manfaat praktis
bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberi
wawasan dan memperluas pandangan masyarakat men-
genai e-government dimana dapat menjadi solusi untuk
membantu mempermudah masyarakat mendapatkan pe-
layanan publik. Kemudian bagi mahasiswa hasil penelitian
ini semoga dapat memberi manfaat bagi mahasiswa untuk
meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan teknolo-
gi dan informasi dalam ranah politik seiring dengan per-
kembangan zaman dan bagi pemerintah hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi
Dindukcapil Kabupaten Brebes agar lebih maksimal dalam
mengelola dan melaksanakan pelayanan publik berbasis
electronical government aplikasi Blakasuta agar dapat me-
ningkatkan pelaksanaan pelayanan publik administrasi ke-
pendudukan di Kabupaten Brebes.
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METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian deskrip-
tif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir (2011:52)
Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusia, subjek,
kondisi, sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada
masa sekarang. Latar penelitian ini dilakukan di Kantor
Dindukcapil Kabupaten Brebes. Alamat: JI. Pangeran Di-
ponegoro No.150, Rw. 11, Pesantunan, Kec. Wanasari,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212 serta dilakukan di
tiga Kantor Kecamatan. Penetapan lokasi yang dipilih dari
penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau
memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam pen-
elitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada
pokok permasalahannya. Fokus penelitian ini adalah (1)
Implementasi pelayanan publik pada Dindukcapil Kabupa-
ten Brebes berbasiskan e-government, yakni implementasi
aplikasi Blakasuta di Dindukcapil Kabupaten Brebes yang
terdiri dari persiapan implementasi, implementasi, moni-
toring. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelaya-
nan publik di Dindukcapil Kabupaten Brebes berbasiskan
e-government, meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
Sumber data terdiri dari sumber datar primer dan sumber
data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumenta-
si. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan
teknnik analisis data peneliti menggunakan analisis data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono dalam (Maman,
1999) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang sudah peneliti jabarkan den-
gan menggunkan tahapan-tahapan implementasi kebija-
kan yang disampaikan oleh Brian W. Hoogwood & Lewis A
(dalam Abdul Wahab, 2015:16) bahwa dalam implementasi
kebijakan meliputi beberapa tahapan yang akan mempen-
garuhi kebijakan meliputi: (1) Tahapan persiapan imple-
mentasi, (2) Tahapan implementasi, dan (3) Tahapan moni-
toring, selanjutnya dianalisis dengan konsep atau teori yang
relevan untuk membantu menjelaskan fenomena peneliti-
an yang diteliti secara sistematik. Untuk dapat mengana-
lisis hasil temuan, peneliti akan mengkaitkan berdasarkan
perspektif George Edward III yang memberikan 4 (empat)
variabel keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang
meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi,
dan (4) Struktur birokrasi.

Implementasi Aplikasi Blakasuta di Tiga Kantor
Kecamatan Kabupaten Brebes

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, sesuai
dengan konsep George Edward III mengenai variabel ke-
berhasilan implementasi aplikasi Blakasuta yang meliputi:
pertama komunikasi, merupakan tahap awal dalam seti-
ap implementasi kebijakan, yang perlu ditekankan dalam
melakukan komunikasi adalah konsistensi penyampaian
informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Ko-
munikasi yang terjadi dalam implementasi aplikasi Blaka-

suta berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal.
Komunikasi internal yaitu berupa koordinasi, monitoring
maupun evaluasi, sebelum masa pandemi covid-19 dilaku-
kan pertemuan satu bulan sekali, namun saat pandemi co-
vid-19 dilakukan secara daring melalui grup whatsapp. Se-
dangkan komunikasi eksternal dilakukan antara pembuat
kebijakan dengan sasaran kebijakan. Dindukcapil Kabupa-
ten Brebes melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pro-
gram aplikasi Blakasuta. Sosialisasi sebelum masa pandemi
covid-19 dilakukan secara face to face kepada masyarakat.
Namun saat pandemi sosialisasi yang dilakukan melalui be-
berapa media sosial yang dimiliki seperti: facebook, instrag-
ram, twitter dan website cara ini dilakukan oleh Kantor Ke-
camatan Brebes dan Kantor Kecamatan Songgom. Untuk
Kantor Kecamatan Jatibarang menggunakan media cetak
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua sumber daya, suatu kebijakan harus didu-
kung dengan sumber daya yang cukup baik. Sumber daya
dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya manu-
sia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya finansial.
Dalam pelaksanaan aplikasi Blakasuta sumber daya manu-
sia masih sangat kurang karena aplikasi Blakasuta saat ini
hanya di kelola oleh 3 orang dan tidak memiliki programer
yang tetap hal ini dinilai kurang maksimal karena akan
berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Sementara di tiga
Kantor Kecamatan admin aplikasi Blakasuta sudah cukup
baik dalam pelaksanaanya. Lalu, sumber daya infrastruktur
menjadi sarana penunjang dalam implementasi kebijakan,
Berdasarkan penelitian inrastruktur yang tersedia dalam
implementasi aplikasi Blakasuta merupakan tanggung ja-
wab dari Dindukcapil Kabupaten Brebes yang meliputi:
Jaringan internet, Komputer/laptop dan alat pendukung
lainnya. Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara sumber
daya finansial untuk aplikasi Blakasuta tidak terlalu banyak
dialokasikan karena hanya membutuhkan biaya pemeliha-
raannya saja. Penerapan aplikasi Blakasuta ini sama saja
seperti pelayanan biasanya sebab sebagian besar sumber
daya infrastruktur itu sudah ada.

Ketiga yakni Disposisi, dalam pelaksanaan imple-
mentasi kebijakan aplikasi Blakasuta dapat dinilai ko-
mitmen dari Dindukcapil Kabupaten Brebes yang selalu
berupaya untuk terus mengembangkan serta mensosia-
lisasikan aplikasi Blakasuta ini kepada masyarakat Kabu-
paten Brebes, walaupun dimasa pandemi covid-19 terus
berupaya dengan memaksimalkan sosialisasi melalui da-
ring. Keempat adalah adanya struktur birokrasi yang dapat
membuat implementasi kebijakan mempunyai kerangka
kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Berdas-
arkan hasil penelitian struktur dalam pelaksanaan aplikasi
Blakasuta diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor
061/022.A/1/2019 tentang penggunaan aplikasi Blakasu-
ta sebagai pelayanan informasi adminduk terpadu online
Dindukcapil Kabupaten Brebes. Dimana dalam pengelo-
laanya dan pemeliharaanya dilakukan oleh Bid. Kerjasama
dan Inovasi Pelayanan serta Bid. Pemanfaatan Data dan
Inovasi. Sedangkan dalam pengelolaan aplikasi Blakasuta
di Kantor Kecamatan diberikan wewenang kepada admin/
operator masing-masing Kantor Kecamatan.
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Faktor penghambat dalam implementasi aplikasi
Blakasuta yang dikelola di tiga Kantor Kecamatan,
Kabupaten Brebes

Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan
aplikasi Blakasuta tidak selalu berjalan dengan lancar. Ke-
bijakan yang sudah dirumuskan terkadang tidak berjalan
sesuai dengan apa yang diinginkan. Terdapat banyak per-
masalahan yang dialami sehingga akan menghambat jala-
nya aplikasi Blakasuta di Kabupaten Brebes. Sesuai dengan
hasil wawancara dan pengamatan terdapat beberapa faktor
penghambat dalam pelaksanaan aplikasi Blakasuta di tiga
Kantor Kecamatan Kabupaten Brebes dapat dibedakan
menjadi dua hal yakni faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal pertama, dalam pelaksanaan suatu program
sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting,
implementasi aplikasi Blakasuta dibutuhkan sumber daya
manusia (SDM) yang ahli dalam bidang teknologi informa-
si agar dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi Blaka-
suta, namun Dindukcapil Kabupaten Brebes masih kurang
personil yang ahli dalam bidang tersebut sehingga pen-
gembangan aplikasi Blakasuta ini masih di laksanakan oleh
pihak ketiga. Dampaknya akan terhambat ketika aplikasi
Blakasuta ini mengalami eror atau kendala.

Kedua ketersediaan sarana dan prasarana merupa-
kan aspek yang penting karena dapat mendukung keberha-
silan program. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti
lakukan di tiga Kantor Kecamatan, faktor penghambat dari
ketiga Kantor Kecamatan tersebut adalah permasalahan
jaringan internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan
ketiga admin ketiga Kantor Kecamatan tersebut, mereka
mempunyai kendala jika jaringan internet mengalami eror
sewaktu-waktu yang dapat mengganggu pelayanan admin-
duk secara online dan menghambat pemberian informasi
pelayanan adminduk kepada masyarakat, hal itu menjadi
hambatan dalam pelaksanaan aplikasi Blakasuta karena
dalam kegiatan pengelolaanya harus tersambung dengan
jaringan internet. Selain itu beberapa Kantor Kecamatan
juga minim akses jaringan internet kebanyakan adalaha
yang jauh dari pusat kabupaten, sehingga dalam mempero-
leh jaringan harus mengandalkan provider yang lain seperti
icon+ milik PLN.

Selanjutnya faktor eksternal, pertama adalah kesa-
daran masyarakat untuk mencoba menggunakan pelaya-
nan yang berbasis online memang kurang, banyak masya-
rakat yang belum bisa beralih dari pelayanan konvensinal
ke pelayanan online. Hal tersebut dikarenakan kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi
informasi. Faktor kurang pahamnya masyarakat terhadap
teknologi ini menjadi hambatan yang menyebabkan belum
maksimal nya pelaksanaan aplikasi Blakasuta di Kabupaten
Brebes. Dalam menangani permasalahan tersebut, Din-
dukcapil Kabupaten Brebes berupaya untuk terus mela-
kukan sosialisasi saat pelayanan tatap muka dan mencoba
memberikan edukasi cara penggunaan aplikasi Blakasuta.
Kedua adalah fakto geografis, Kabupaten Brebes termasuk
dalam Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar di
Jawa Tengah. Jarak dari kecamatan terjauh menuju pusat
ibukota adalah 111 km dan ditempuh dengan waktu 2-3
jam perjaalanan. Dari hal tersebut akan menghambat ke-
tika ada kendala dalam pelaksanaan aplikasi Blakasuta.

Karena akan mengganggu dalam keefektifan dan efisiensi
dalam memonitoring pelaksanaan aplikasi Blakasuta.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi aplikasi Blakasuta di Tiga Kantor
Kecamatan menurut Variabel Keberhasilan Implementasi
Kebijakan George Edward III. Dapat dijelaskan yakni per-
tama adalah variabel komunikasi, pada pelaksanaan apli-
kasi Blakasuta sebelum masa pandemi covid-19 dilakuka
melalui pertemuan rutin untuk monitoring dan evaluasi se-
cara langsung satu bulan sekali, namun pada masa covid-19
pertemuan secara daring atau online. Hal yang lain dampak
dari covid-19 adalah sosialisasi aplikasi Blakasuta yang di-
lakukan saat ini melalui sosial media maupun media cetak.
Kedua faktor sumber daya, faktor ini dibagi menjadi tiga
yaitu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan
sumber daya financial. Pada sumber daya manusia masih
kurang dalam segi programmer. Sumber daya infrastruk-
tur sudah memadai. Sumber daya finansial Blakasuta tidak
terlalu banyak dialokasikan karena hanya membutuhkan
biaya pemeliharaannya saja. Ketiga faktor disposisi, pada
masa pandemi covid-19 sikap dan respon petugas harus
bertanggung jawab, saat ini dilakukan work from home,
namun masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan. Untuk itu pelayanan online aplikasi Blakasuta
harus optimal. Dan terakhir keempat adalah faktor struk-
tur birokrasi, pada implementasi aplikasi Blakasuta sudah
cukup baik dengan diaturnya standar operating procedure
pada Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencata-
tan Sipil Kabupaten Brebes Nomor 061/022.A/1/2019.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan
pelayanan publik aplikasi Blakasuta yang dikelola oleh Din-
dukcapil Kabupaten Brebes dan diterapkan oleh tiga Kantor
Kecamatan yaitu: faktor penghambat internal pertama ada-
lah kurangnya sumber daya manusia dan kedua permasa-
lahan jaringan internet. Sedangkan faktor penghambat eks-
ternal pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai teknologi dan kedua faktor geografis.

Saran

Dindukcapil Kabupaten Brebes, hendaknya me-
rekrut sumber daya manusia yang berpengalaman untuk
memprogram aplikasi Blakasuta agar pengembangan apli-
kasi Blakasuta tidak mengandalkan pihak ketiga, atau dapat
mengadakan pelatihan untuk pegawai kantor Dindukcapil
Kabupaten Brebes, pelatihan mengenai bidang teknologi
dan informasi agar para pegawai mendapatkan edukasi ter-
kait teknologi dan informasi.

Permasalahan jatringan internet tidak hanya dirasa-
kan oleh pegawai Kantor Kecamatan akan tetapi masyara-
kat banyak yang mengeluh dengan permasalahan jaringan
internet ini, untuk itu Dindukcapil Kabupaten Brebes da-
pat membuat wifi corner di lingkungan Kantor Kecamatan
diperuntukan untuk masayarakat yang kesulitan menda-
patkan jaringan. Selain itu juga disediakan hardware untuk
dapat mengakses aplikasi Blakasuta karena tidak semua
masyarakat mempunyai handphone
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Alangkah baiknya, masyarakat dengan kesadaran
mendalam terdorong untuk ikut serta dalam menggunakan
aplikasi Blakasuta. Partisipasi dari masyarakat dapat men-
jadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan apli-
kasi Blakasuta. Terlebih saat pandemi covid-19 Pemerintah
Daerah diharuskan untuk mengalihkan pelayanan menjadi
pelayanan online. Sehingga sebaiknya masyarakat ikut ser-
ta berpartisipasi dan sadar untuk mencoba menggunakan
pelayanan online.
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